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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1. Pengaturan mengenaihukum waris tersebut dapat dijumpai dalamPasal 830 

sampai pada Pasal 1130 KUHPerdata,meski demikian pengertian hukum 

waris itusendiri tidak dapat dijumpai dalam pasal-pasalyang mengaturnya 

dalam KUHPerdata tersebut. Namun jika kita melihat praktek yang terjadi 

di kecamatan Dungaliyo Cenderung lebih menarah pada pengaturan 

berdasarkan hukum adat. Sehingga tanah tersebut bermasalah di kemudian 

hari disebabkan sertifikat tanah tidak di miliki, selain itu masing-masing 

pemilik tanah sering mengklaim luas tanah yang di miliki.  

2. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang 

meninggal yang disebut dengan pewaris. Ketika Subyek pemilik Obyek 

warisan meninggal dunia maka perpindahan hakpun terjadi yakni haknya 

adalah mendapatkan warisan hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud 

dengan teori hak yakni haklah yang mendasari semua proses 

keperdataan.Perpindahan hak yang dimaksud adalah hak-hak kepemilikan 

subyek yang berupa obyek tertentu baik berupa benda bergerak atau tidak 

dan benda-benda dalam bentuk lainnya sesuai dengan Buku II KUHPerdata. 

Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah Ketua pengadilan 

Negeri, yang dimaksud ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa, 

memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 Ayat (1) HIR dan 

Rbg Pasal 206 Ayat (1)). Dengan perkataan lain eksekusi tidak dapat 
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dijalankan oleh pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pelaksanaan 

putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari 

kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi 

yang tercantum dalam putusan tersebut.  

Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri 

dapat dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan eksekusi oleh 

pemohon eksekusi dan berakhir dengan pelaksanaan/eksekusi putusan 

hakim dalam sengketa perdata. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk 

menjalankan eksekusi apabila pihak tergugat (termohon eksekusi) tidak 

bersedia menjalankan putusan secara suka rela. Eksekusi baru merupakan 

alternatif hokum apabila tergugat tidak menjalankan putusan secara suka 

rela.1 Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara suka rela 

dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari dari sejak tanggal putusan 

mempunyai kekuatan hukum tetap diberitahukan secara resmi kepada 

tergugat. Apabila sudah lewat, namun tergugat tidak mau menjalankan 

putusan secara sukarela, maka tergugat sudah dapat dianggap ingkar 

menjalankan putusan secara suka rela. Oleh karena itu sejak hari itu sudah 

terbuka jalan untuk eksekusi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan 

eksekusi secara tertulis dari pemohon eksekusi (penggugat) yang menang. 

Pengajuan Permohonan tersebut dapat dilakukan secara pribadi atau melalui 

kuasanya. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi 

putusan hakim harus diminta oleh pihak yang menang dalam perkara dan 
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tidak dapat dilaksanakan secara ex officio. Pertama, Mengembalikan segala 

hasil suatu barang beserta barang itu sendiri, bahkan juga hasil yang kendati 

tidak dinikmatinya, sedianya dapat dinikmati oleh pemilik; tetapi 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 575, boleh ia mengurangkan atau 

menuntut kembali biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan barang itu 

selama dalam kekuasaannya dan juga biaya demikian yang dikeluarkan 

guna memperoleh hasil itu, yakni untuk penanaman, pembenihan dan 

pengolahan tanah; Kedua, Mengganti segala biaya, kerugian dan bunga; 

yang ketiga Membayar harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan 

barang itu, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena 

kebetulan, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan lenyap 

juga, sekalipun besit atas barang itu dipegang oleh pemiliknya.” 

5.2. Saran 

Adapun beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah Perlu 

adanya peran seluruh elemen pemerintah dalam memediasi peralihan hak atas 

tanah pertanian melalui Badan Pertanahan dalam penerbitan sertifikat tanah 

sebelum bermasalah dikemudian hari. 
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